BAB I

STUDI PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka Terkait Karya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
mengemukakan peningkatan kinerja penyelenggara Pemerintahan daerah,
pemerintah daerah dapat melakukan inovasi (Pasal 386). Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengemukakan, dalam
hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan pemerintah daerah dan
inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil
negara tidak dapat dipidana (Pasal 389).
1. Pengertian Inovasi
Menurut Stata (Sumual, 2013:619), inovasi berasal dari kata latin,
innovation yang berarti pembaruan dan perubahan. Istilah inovasi berjalan
bersama dengan teknologi yang berfungsi memberikan wawasan baru bagi
perusahaan tentang sebuah produk baru atau peningkatan desain dari
produk (layanan) yang sudah ada.
Amabile mengemukakan bahwa inovasi merupakan penerapan sebuah
gagasan kreatif dalam perusahaan, serta sebuah penggerak perusahaan
agar bisa beradaptasi dalam lingkungan yang dinamis (Sumual, 2013:619).
Menurut Ely (Kusnadi, 2017:135), inovasi adalah sebuah gagasan baru
untuk mencapai tujuan dan nilai sosial dengan cara baru. Duncan
(Kusnadi, 2017:135), juga mengemukakan bahwa inovasi juga dapat
diartikan sebagai suatu ide, kejadian, barang, metode, yang dapat diamati

dan dirasakan secara langsung sebagai sesuatu hal yang baru bagi



masyarakat maupun kelompok, baik berupa penemuan baru atau
pembaharuan.

Inovasi adalah perubahan (change), berupa dalam produk, jasa,
maupun proses, jika ditinjau dari sifat perubahannya, dapat dibedakan
pada perubahan secara bertahap (incremental), radikal (radical), atau
sebuah perubahan bentuk (transformation) (Tidd, 2001:8).

Menurut Hamidjojo (Kusnadi, 2017), menyebutkan bahwa inovasi
merupakan sebuah perubahan yang secara kualitatif berbeda dari hal
sebelumnya dan diciptakan guna meningkatkan kemampuan dan
produktivitas untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan beberapa pengertian inovasi diatas dapat disimpulkan
bahwa inovasi merupakan sebuah pembaruan atau peningkatan yang
dilakukan berdasarkan sebuah ide atau gagasan kreatif yang berbeda dari
sebelumnya.

2. Tujuan Inovasi

Menurut Peraturan Presiden Nomor: 38 tahun 2017 tentang inovasi
Daerah, atau pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
inovasi  bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Tujuan inovasi secara umum adalah kebutuhan yang ingin dicapai
melalui kegiatan mengubah pemikiran dengan diterapkan dalam tindakan
yang nyata atau pekerjaan nyata guna menghasilkan sebuah pencapaian

yang sesuai dengan harapan yang ingin dicapai (Makmur dkk, 2015:26).



Tujuan inovasi berdasarkan empat sisi pandang (Makmur dkk,

2015:28):
a.

b.

3. Atribut

Perspektif finansial, menggunakan anggaran kecil untuk
mendapatkan hasil yang besar.

Perspektif pelanggan, seluruh elemen dalam sebuah perusahaan
berinovasi guna memberikan pelayanan prima agar para
pelanggan/ penerima layanan semakin banyak.

Perspektif pengelolaan, setiap unsur dalam organisasi harus
mampu berinovasi guna menciptakan suasana kondusif dalam
organisasi.

. Perspektif pertumbuhan, setiap individu harus mampu membuat

inovasi agar maju dan membuat perubahan.

Inovasi

Menurut Rogers (Suwarno, 2008:169), mengatakan bahwa inovasi

memiliki lima Atribut penting sebagai berikut:

a.

Relative advantage atau Keuntungan Relatif, sebuah inovasi
harus mempunyai kelebihan dan nilai lebih dibandingkan inovasi
sebelumnya. Harus ada nilai kebaruan yang menjadi ciri guna
membedakan dengan yang lainnya.

Compatibility atau Kesesuaian, sifat kesesuaian seharusnya ada
dalam sebuah inovasi, dikarenakan agar inovasi lama/
sebelumnya tidak langsung dibuang begitu saja, agar inovasi
lama bisa dijadikan proses transisi ke inovasi terbaru. Selain itu
dapat memudahkan proses pembelajaran dan adaptasi terhadap
inovasi tersebut.

Complexity atau Kerumitan, inovasi merupakan pembaharuan
maka selalu mempunyai tingkat kerumitan yang cukup tinggi
dibanding inovasi sebelumnya. Akan tetapi itu bukanlah sebuah
masalah dikarenakan inovasi pasti menawarkan cara baru dan
lebih baik.

. Triability atau Kemungkinan dicoba, sebuah inovasi bisa diterima

apabila sudah melewati tahap pengujian dan validasi guna
membuktikan inovasi tersebut mempunyai nilai lebih dibanding
dengan inovasi lama.

Observability atau Kemudahan diamati, inovasi harus dapat
dipantau dari segi bagaimana prosesnya dan bagaimana inovasi
itu menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

Berdasarkan atribut di atas, maka sebuah inovasi merupakan

pembaruan menggantikan cara lama dalam mengerjakan atau

memproduksi sesuatu.
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4. Manfaat Inovasi

Menurut Utomo (Sururi, 2016), manfaat inovasi dapat diartikan dalam

beberapa menifestasi, antara lain:

20T

o

Percapatan proses atau prosedur kerja.

Peningkatan efektivitas serta efisiensi dalam produktivitas.
Pengintegrasian jenis layanan menjadi sistematis.

Perluasan pilihan publik kepada produk public.

Penguatan kesepakatan dalam pengambilan sebuah keputusan
atau regulasi publik.

Pengurangan beban masyarakat terhadap layanan pemerintah.
Manfaat tersebut akan terus berkembang mengikuti dinamika
kebutuhan organisasi atau perusahaan dan kalangan
stakeholdernya.

5. Jenis- jenis Inovasi

Muluk (Yanuar, 2019), mengemukakan terdapat lima jenis inovasi

organisasi sektor publik yaitu:

a.

Inovasi Produk, inovasi ini diciptakan karena adanya sebuah
perubahan pada desain dan produk dalam pemberian pelayanan
yang akan membedakan produk baru dan terdahulu.

Inovasi Proses, inovasi ini merujuk pada adanya perubahan
kualitas yang konsisten dan adanya kerja sama antara
perubahan, kebijakan, prosedur, serta pengorganisasian yang
diperlukan instansi/ organisasi swasta dalam melakukan inovasi.

. Inovasi Metode Pelayanan, Inovasi ini merupakan perubahan

yang baru dalam segi interaksi yang dilakukan antara penerima
layanan atau adanya sebuah cara baru didalam memberikan
suatu layanan.

. Inovasi Strategi atau Kebijakan, inovasi ini sejalan dengan aspek

visi, misi, tujuan, dan strategi baru serta menyangkut kenyataan
yang muncul sehingga diperlukan sebuah strategi dan regulasi
baru.

Inovasi Sistem, inovasi semacam ini merupakan kebaruan dalam
segi interaksi atau hubungan yang dilakukan oleh pihak (aktor)
lain dalam tujuan melakukan sebuah perubahan pengelolaan
organisasi.

6. Pentingnya Sebuah Inovasi

Menurut Sumiyanto (Romli, 2006:101), mengatakan bahwa:

a.

Untuk menghadapi persaingan atau kompetisi. Inovasi
merupakan sebuah kreativitas yang ada di dalam pikiran kita.
Oleh karena itu kreativitas ini dapat dihidupkan, dikembangkan,
dan di realisasikan sebagai suatu inovasi. Stoner (Romli,
2006:101) mengatakan bahwa, kreativitas telah menjadi bagian
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yang penting bagi sebuah organisasi, apalagi jika kreativitas itu
direalisasikan sebagai sebuah inovasi.

b. Sebagai alat untuk survive dan menjadi yang terdepan. Dengan
dilakukannya sebuah inovasi maka sebuah organisasi/
perusahaan bisa mempertahankan keberadaanya dalam
persaingan serta bisa menjadi yang terdepan dan terbaik.

c. Meningkatkan kinerja penjualan. Konsumen akan lebih tertarik
dengan produk-produk yang baru, apa lagi jika produk tersebut
sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jika hal ini dapat
dimplementasikan dengan balkk maka inovasi akan
meningkatkan kinerja penjualan dalam sebuah perusahaan.

d. Dapat meningkatkan efisiensi atau kecepatan layanan.
Konsumen selalu menginginkan dan mengharapkan adanya
sebuah efisiensi dalam pelayanan. Pelayanan yang berbelit-belit
mengakibatkan layanan terhambat dan lama sehingga konsumen
tidak menerima pelayanan yang maksimal. Oleh karena itu
organisasi/ perusahaan harus selalu melakukan sebuah inovasi
agar bisa selalu memberikan pelayanan yang maksimal serta
tidak tertinggal dari yang lain.

e.Sebagai alat promosi. Promosi adalah usaha perusahaan guna
mengajak pihak lain agar ingin berpartisipasi dalam kegiatan
perusahaan (Romli, 2006:101). Promosi juga dapat di artikan
sebagai usaha dalam memberikan sebuah informasi tentang
suatu produk dan jasa yang baru guna mempengaruhi pembeli
potensial.

7. Kerangka Pikir Inovasi
Menurut Kotter (1996:21), mengemukakan dalam bukunya yang

berjudul “Leading Change” bahwa inovasi atau perubahan memiliki delapan

langkah persiapan melakukan inovasi.

MENUMBUHKAN MEMBENTUK MENCIPTAKAN
RASA URGENSI —>| KOALISI YANG |—> VISI
KUAT PERUBAHAN
|
\4
CIPTAKAN
MENGKOMUNIK MENGHAPUS SASARAN
ASIKAN VISI  —> RINTANGAN BN I ANGKA
PERUBAHAN
PENDEK
|
\4
TERUS KUKUHKAN
MEMB NA PERUBAHAN KE
PERUBAHAN |—>
DALAM
YANG TELAH BUDAYA
DICIPTAKAN
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B. Tinjauan Pustaka Terkait Permasalahan
Dasar hukum penyelenggaraan inovasi pada pemerintahan daerah
tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal (386, 388 ayat 7,
Pasal 388 ayat 9,& Pasal 389), Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017
(Pasal 1, Pasal 22, & Pasal 23), Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 (Pasal 1).
1. Pengertian Kelurahan

Secara etimologi kata Kelurahan dibagi menjadi dua kata, yaitu lurah
yang berarti kepala atau pimpinan suatu bagian pekerjaan sedangkan
kelurahan yang berarti daerah pemerintahan yang paling bawah.
Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005,
kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten
atau kota dalam wilayah kerja kecamatan.

Sedangkan berdasarkan KBBI, kelurahan merupakan daerah
pemerintahan yang paling bawah dan dipimpin oleh seorang lurah. Dari
pengertian kelurahan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kelurahan
merupakan suatu tempat di mana tempat tersebut dipimpin oleh Lurah dan
bertugas untuk menjalankan tugas pemerintahan yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73
tahun 2005 tentang Kelurahan, terdapat tugas pokok lurah yang
dijelaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu:

1) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;

2) Pemberdayaan masyarakat;

3) Pelayanan masyarakat;

4) Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

5) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
6) Pembinaan lembaga kemasyarakatan.
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Dalam melaksanakan tugasnya lurah dibantu oleh Sekretaris
Kelurahan dan seksi sebanyak-banyaknya empat seksi serta jabatan
fungsional (pasal 6).

b. Fungsi

Selain mempunyai tugas pokok, Lurah juga mempunyai beberapa
fungsi yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 (Pasal 12) sebagai berikut:

1) Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;

2) Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan
masyarakat dalam kerangka memperkokoh negara kesatuan
Republik Indonesia;

3) Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan
kepada masyarakat;

4) Penyusun rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan
serta pemanfaatan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil
pembangunan secara partisipatif;

5) Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi,
serta swadaya gotong royong masyarakat;

6) Penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber
daya serta keserasian lingkungan hidup;

7) Pengembangan kreativitas, pencegahan kenakalan,
penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;

8) Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;

9) Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan

10) Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi, antara
pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan mengenai tugas dan fungsi kelurahan yang
diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun
2005 dapat disimpulkan bahwa kelurahan mempunyai tugas dan fungsi

yang saling berhubungan dengan masyarakat.

3. Makassar Ta’ Tidak Rantasa
Kebijakan mengenai pengelolaan sampah di Kota Makassar sudah
dijelaskan dalam rencana strategis (Renstra) Dinas Pertamanan dan

Kebersihan Kota Makassar. Peraturan daerah tentang pengelolaan
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sampah Kota Makassar, merujuk pada Peraturan Daerah Kota Makassar
Nomor 4 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

Makassar Ta’ Tidak Rantasa (MTR) merupakan sebuah inovasi yang
digagas oleh Walikota Makassar Ramadhan Pomanto sebagai ruang,
tempat, dan wadah bagi masyarakat dan pemerintah untuk menjadikan
Kota Makassar lebih bersinh dan sehat. Program ini juga merupakan
pencanangan cinta akan kebersihan serta gerakan moral yang diharapkan
dapat merubah pemikiran masyarakat mengenai kebersihan dan pola hidup
sehat. Tujuan pelaksanaan program kerja “Makassar Ta' Tidak Rantasa”
ialah merubah pola pikir masyarakat agar tidak Rantasa (kotor) dalam
kehidupan sehari-hari dan selalu hidup bersih.

Pemerintah Kota Makassar membuat kegiatan guna mendukung
terealisasikannya hal ini dengan istilah-istilah yang mudah dimengerti oleh
masyarakat, berikut penjelasannya:

a. Lorong Garden (LONGGAR)

Kegiatan ini dilakukan dengan memanfaatkan lorong-lorong kota
agar lebih produktif, lorong di tata dengan indah dan bersih serta
ditanami sayur-mayur. Masyarakat memanfaatkan hal ini untuk
menanam tanaman yang dapat dikonsumsi sehari-hari.

b. Kerja Bakti

Kegiatan ini dilakukan dengan membersihkan lingkungan Kkerja,
rumah, dan selokan sekitar rumah. Seluruh elemen masyarakat wajib
terlibat dalam kegiatan ini,

c. Sosialisasi Gemar (MTR)

Sosialisasi gerakan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi

kepada masyarakat agar lebih mengenal dan memahami apa yang
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dimaksud dengan “Makassar Ta' Tidak Rantasa” serta dapat
mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari
d. Sampah Tukar Beras

Gerakan ini dilakukan guna mengubah perilaku masyarakat yang
suka membuang sampah sembarangan. Gerakan ini juga sejalan
dengan program 3R (reduce, reuse, and recyle) yang dimana dengan
gerakan ini masyarakat memilah sampah organic dan anorganic.
Kemudian setelah sampah anorganic terkumpul dapat ditukarkan

dengan beras di bank sampah.



